PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIARG
NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN BANGUNAN DAN RETAIBUSI
I1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISHILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang -
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan psmbangunan sesuai
angan daerah dan untuk peryelenig: gunan yang
tortib, kesalamatan bangunan, penghuni dan lingkungan sarta untuk

Asli Dasrah, mska periu manatapkan
ketentuan Bangunan dan Relribusi lzin Mendirikan Bangunan;

bahwa untuk maksud tersebut periu dlatur dalam suaty Qanun.
Mengingat :
Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1881 tenlang Hukum Acara Pidana

{Lembaran Negara Republlk Indonssia Tahun 1951 Nomar 76, Tambahan
Lembaran Negara Fiepublik Indonesia Nomer 3258];

as9



ra

360

Undang-Lindang Nomor 4 Tahun 1880 tentang Jalan {Lembaran Negara
Flapubilk indonesia Tafhun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemberan Negam
Rapublik fndonesia Nomor 3258);

Undang-Uridang Momor 22 Tahun 1999 tsntang Pemeriniahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1928 Noror 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Mamaor 3835);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1899 tentang Pedmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerzh (Lembaran Negara Aepubiik Indo-
nesia Tahun 1838 Nomor 56, Tambehan Lernbaran Nagarm Repubiik ings.
nesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomeor 44 Tehun 1929 tentang Penyslenggarasn
Keistimawaan Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Megam Rapublik Indo-
nesla Tatun 1888 Nomor 172, Tambahan Lembaran Megare Rapubli in-
donesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Penibahan atas Undang-
Undang Nemor 18 Tahun 1837 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Gaorah
(Lembaran Megara Republik Indonecia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahar,
Lembaran Negara Repubiik indonasia Notor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tettang Gtonomi Khusus bagi
Provinsi Dasrah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Dansssalam (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Namor
114, Tambahan Lembaran Negara Rapubik lidonesia Nomor 4134);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pefbentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luss, Kabupaten Aceh daya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Acsh
Darussalam (Lembaran Negara Ropublik indonesia Tahun 2002 Nomar
17, Tambaharr Lembaran Negara Republik ndonesia Nomer 4178);

Peraturzn Pemarintah Nomor 27 Tehun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Urddang Nomor 8 Tahun 1981 lemang Hukum Acara Pidsna (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahur: 1983 Nomer 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3208);




. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1887 tentang izin Usaha Industri

(Lembaran Negara Reputtlik Indonesia Tahua 1987 Nemor |, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Normor N

. Peraturan Penermlah Nomor 25 Tahun 2000 teniang Kewenangan

i Dagrah Otonom (Lembarap
nga",l Rspub\lk Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Msgara Repubiik Indonesta Nomar 3852);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 ientang Informas] Keuangan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21,

“Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomaor 4081);

. Peraturan Pamerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah

{Lemnbaran Negara Republik Indanesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4129);

Peraturan F intah Momor 27 Tahun 1883 tentang F Undang-
Undang romar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1893 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Repubfic Indanesia Nomor 3264);

Keputusan Prasiden Republik Indonesia Nemor 44 Tahimn 1989 tentang
Tehnik Penyusunan Persturan Perundang-undangan dan Beatuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintab dar
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Nagara Republik indonesia
Tahun 1899 Nomar 70, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor —--);

Keputusan Menter Dalam Neger Nomor 23 Téhun 1988 tentang Ketentuan
Umum Penyidik Mengenal Penyidik Pegawal Negeri Sipil diingkungan
Pemeriniah Daerah jo. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomer 4 Tahun
1887 tantang Penyidik Pegawal Negert Sipii dilingkungan Pemerintah
Dasraly, x

. I\epuwsan Menteri Delam Negeri Nomor 7 Tehun 1893 tantang lzin

dan tzin bagi Tndusti;

Keputusan Mentesi Dalam Negeri Momar 2 Tahun 1687 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota;



18. Keputusan Monter Dalam Neger Nomer 21 Tahtn 2001 tentang Teknik
Paryusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hulum Daeraty;

20. Keputusan Gubemur Provinsi Nanggros Aceh Darussatam Notmor 08 Tahun
2002 lentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Deerah menjadi
Qanun (Lémbaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Manstapkan ;

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG KETENTUAN BANGUNAN
DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ganun Ini ‘yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

2, Pemetintah Daerah adalah Bupali beserta Perangkat Dasrah Clonom yang

lain sebagai Badan Eksekulil Daerah;

Bupati adalah Bupali Acsh Tamiang;

Dinas Pekerjaan Umum adaiah Dines Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh

Tamiang;

5. Peiabal adalah Pegawal yang dibsri tugas terteritu dibidang bangundn dan
Retsibusi Dagrah sesual dengan Pacakuran dan Parundang-tndangan vang
bertakuy; )

2
4.
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Bangunan-bangunan adalah setiap hasll pekszjaan manusia yang torsusun
dan melskat pada tanah atau barfumpu pada batu-ba lendesan:
Bangunan jalah kenstruksi tahnis yang ditanam atau diletakkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan;

Bangunan Gedung adalah bangunan yang dipergunakan sebagai wadah
keglatan maniusia;

Bangunan Darurat adalah bangunan yang pemanfaatan dan atau unsur
pemakaian bahan dinyatakan kurang dad § (I'maa} tahun;

Bangunan Ssmi Permar atau
unsur pemakaian bahan dmya@akeﬂ kurang dan 15 {fima bsias) tahun;

. Bangunan Permanen adatal a terdiri

yang
dari beton ateu kayu atas baja abaubarm-bahan laln yang uritr bangunan
dmyavam Tabih dari 25 (dva pukish lima) fahun;

vk yang tarcapat dalam lingh )
lmtaalau lingkup atas jik ditetapkan
rencana per iya yany P Daerah

dapat dipergunakan untuk mendiikan suati bangunan;

Badan adalah Benluk Badan Useha yang melipuli Parseroan Terbatas,
Persercan Komanditer, Perseroan kinaya, Badan Usaha Milik Negara atau
Dagrah dengan nama dan dalam hentuk apapun, persekutuan, perkum-
pulan, Firma, Kongsl, Koparas], Yayesan atau Organisas! yang sejenis,
Lembaga Dana Pensiun, Benjuk usafie etap serta bentuk usaha lafnn; Iva; "

. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas keglatan tertentu

‘Pemerintzh Daamh «dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau ¥ untul | pengerda-
fian dan psngawasan atas kegiatan peman.aman Tuang, penggunaan
sumber daya atam, barang prasarana, sarana atau ihsrlrtaq tertentu guna
Jungi kepentingan umum d ghungan;
¥ “3" 15adl

atau sebagian, termasuk pekaraan menggali, menimbun alau meratakan
tanah yang berhubungan dungan pekedaan mengadakan bangunan ity;

. Merubah bang. 2 alau

mergumngl bagian bangunanyang adaiermasuk peker]aan mambongkar
ungan dongen peker

Bouvalig adalsh bangunan yang secara tehms sudah tidak mamenuhi syarat

sabagat bangunan yang layak dibuni;

Mgrobohkan 1 adalah i sebagian atau seluruh

bangunan ditinjau dari seq! fungsi dan atau konstruksi;
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. Rencana tehnik adalsh gambar-gambar dan dokumen-dokuman lainnys
yang menjadi petunjuk pelaksanaan pembangunan;

20. Sydrat-syaral adalah syarat-syarat tertulis Galam bangunan yang
malengiapi setiap bangunan;
{zin Mendirikan Bangunan adsia: izin yang dibarikan Pemerintah Daeran
kapada orang pribadi atau badan untuk mendiriian Suall banglinan vang
dirnaksudkan agar desain, peiaksanaan pembangunan dsn bangunan

- Besuai dengan rencana tala ruang yeng beraku, sesuaj dengan Koefisian
Pasar Bangunan {KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Kosfisien
Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai derigan Byarai
svaral kesolamatan bagi yang menempati bangunan tarsebyt;

22. PIMB adaish Permohonan Izin Mendirkan Bangunar;

23. 1PB adalah Izin Penggunaan Bangunan, 3B adalah lzin Merobohkan Ba-

i 4

| 21,

ngunan sshingga raia o 1 firgk sekelfing,
24, Ketinggian ian; inggian reta-rats :
25, Garis S is khayal yang ditarik pada i

dengan as pagar jalan atau 2 sungai alau as pagar yang merupakan
batas anara bagian persil yang boleh dan tidak bolsh ditangun bangunan-
bangunan;

28. Ganis Sempadan Bangunan adalah garls ssmpadan yang diatasnya atay
sejajar dibstakangnya dapat didifkan bangunar;

27, i Jalan Mesuk adalah gadis

sejajar dibelskangnya dapst dibuat jalan masuk; -

Garls Teriti h garis e yang diatasnya atau sejajar

dibelakangnya dapat didirikan r=fis (overstek);

25, Garis 5. M ir, Kol i yang dintasrys

atau sejajar dibolakangnya dapat dibangun menara air, kolam; .

30. Geris Sempadan jaringan listik arus kuat tegangan Hnggi adzlah jarak
i yang dtarik dad dan seja s proyeksi Jaring: but

yang merupakan balas antara bagian perell yang boleh dan yang hic:

boleh dibangun bangunan;

Garis Sempadan Pantal adalah Jarak dan kelinggian minimal tartenty

dihitung dari ketinggian dan garls air pasang maksimum yang boleh dan

Yang fidak boleh dibangun bangunan-kanounan;

32. Janah Tatang adalah sebidang lenah yang telah diolah ssdemikian rupa.
sefingga memenuhi kstentuan-letentizan yang ditsyaratkan dan siap untuk
dhibangun; Pelengkap bang o gunan
Yang melangkayi sefiap jsnis bangunan;

31
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. Pengawas adalzh orang yang mendapat tugas secara resmi mengawast

peiaksanaan mendiikan bangunan sesusi dengan i mendinkan bangunarn;
AKS adalah Rencana Kerja dan Syarat-syarat;

Teras adalah bagian lantai bangunan bersilat tambahan yang tidak dibatasi
dinding-dinding sebagaimana ruangan tertutup;

. Jalan adaieh semua gang, forong, ]emparen-jemhatan dan lzin-lzin yang

terbuka bagi faty knfes umum dan atau dipakel secara khusus;
Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikensuksikan uniuk
membalasi persll;

. Pagar Pengamaﬂ adarah suatu pagar yang dikenstruksikan <sr'\ema-a‘

unluk dan p tempat pekerjaan dzn atau
{ingkungan sokitarnyz;

Harga bangunan adalah harga bangunan mentrut perhitungan nalisa yang
tefah dipariksa kebenparannya oleh Dinas Pekerjazn Umum;

Perusahaan adalah Perusahaan Daersh, Perusahaan Negara, Perusahaan
Swasta, BUMN, BUMD;

. Biaya pembongkaran adaleh blaya membongkar bangunan menurut

perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oloh Dinas
Pekeraan Umum;

Koefisien Dasar Sangurian adalah bilengan pokok atas perbandingan
antara luss lantal dasar bangunan dedgan ivas kapling/pekarangan;
Koefisien Lantal Bangunan adalzh bilangan pokek atas perbandingan
antara jumlah kias landai dengan luas i

. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan divkur dan permukaar tamh

sampai dangan {ilik teratas dari bangunan tersebut;

1 jarak yang diukur dari lantal dasar sampal puncak
aiap bangunan yang dinyatakan datam meier; i
Lotang iafah bagian lantal lingkat bangunan bersifat tambahan berpagar
dar‘ ndnk dibatasi gieh dinding-dinding ssbsgeumana mang Tertutup;

han p gkapan

elat-alat yang berkaitan g

. Bangunan Berngkat addlah bangunem labh diar satu lantai dari permukaan

tanah dan berstalus permanan;
Identitas Pribadi adalah datak i d=n
#t i, langgal lahir, |
yang Bwangme.
Dinas Pekerjaan Umum
i u4wmakan di suatu lahan ya
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dengan Tata Guna Tanah;

. Kawasan Industri adalah kawasan tempal pemusatan keglatan industi

pengolahan yang dilongkap! sarana, prasarana dan fasilitas penunjang
lainrya yang disedizkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri;

. Perusahasn Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang

didinkan manurut hukum indoniesia dan berkedudukan di indonesiz yang
mengelola kawasan industr;

. Perusahaan industd adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang

industr yang berade dalam kawasan industr atau diluar kawasan industr;
Surat Pendaltaran Objek Retribusi Dagrah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh walits retribusi untuk
melaporkan data objsk retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhulang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Dasrah;

Surat Ketetapan Relribusi Daerah, yang selanjiinya depat disingkat SKRD
adalah Surat i yang
terutang;

. Surat Kefetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya dapai disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentuken tarmbahan alas jumlah retribus! yang telah ditetapkan;

Surat Keletapan Retibusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKADLE, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah
keleblhan pambayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi lebih besar
dari pada rétribysi yang tertang atau idak sefrrusnya tanstang;

. Surat Tagihan Retibusi Dacrah, yang selanjuinya dapat disingkat STAD,
bkl e b

adatah.

berupa bunga atau denda;

Surat Kepulusan Keberatan adafah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLEB yang diajukan olet wajib refribusi;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjulnya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumiah retribusi yang
terutang;

- Burat Ketetapan Fefritusl Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

selanjutnya dapat disingkal SKRDKBT, adalah Sural Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah ratribusi yang telah ditelaplan;

= untuk mencar, mengumpulkan,

dan alau k




kepatuhan kewajiban relribusi dasrah berdasarkan Peraluran Perundang-
urdangan Retribusi Daerah;

63. Penyidikan Tindak Pidana dibideng Retribusi Dasrah adatah serangkalan
keglatan yang dilekukan oleh Panyidik Pegawai Negert Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencani serta mengumpulken bukti
yang dengan bukti it membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang leradi serta menamukan lersangkanya.

BUKU |
KETENTUAN BANGUNAN

Pasal 2

(

Bangunsn diklasifikasikan menurut pengguiaannya sebagal berilut :
Bangunar Umum meliputi, bangunan tempeat perlemuan umum vang
dipargunakan untuk peribadeitan, kesenian, clah raga, perlsmuan dan
sejenisnya, rekreasi dan pempindahan jasa transporiasi/angkitan
umum;

b. T ternpat penjuatan

jasa dan transaksijual bali secara langsung;

Bangunan Pendidikan matiput, bangunan termpat dizkukan kegiatan

pandidikan formai, non formal, agama, kejurven keteramplian dan

kagialan periengkapannya, seperti terapat pengelolaan sumber
informasi atau keglatan penelifian, parencanzan dan parancangar;

d. Bangunan Industri meliputi, bangunan tempat dilakukan pengolahan

bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dan tempat

p barang sarta tampat o, tenaga

-alau pembag tenaga;

Bangunan Kelembagazn meliputi, bangunan tempat dilakukannya

kegiatzn yang berhubungan dengan urusan peckantoran, bidang

kesshatan alau perawatan sosfal serta bidang komunikasi;

Bangunan Humah Tinggal mefipufl, bangunan tempat inggat miflk

perarangan atau suatu badan sosfalbadan hukurn atay pemarintah

dan tempat tinggal yang disewakan pada pifak lain;

Bsmgunau Campufan, banglmaq dengan status induk bangunan

b sta-

Ius induk bangunan umun: d|1ambah pernlagaan, kelembagaan atan

0
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status induk bangunan industri ditambah pemiagazn bangunan yang
penggunaannya lebih dari satu fungsi;

Banguman Khusus meliput. bangunan yang karena keknususannya
akan diabir secara tersendiri.

-

2) Bangunan didasi menunt ib sebagal barkut -
a. Bangunan permanern;
3. Bangunan semi permanen;
c. Bangunan darural.

{3) Rinzian Klasiikast sebegaim diraksud dalam ayet (2) pasal
inl ditstapkan leblf fanjut oleh Bupati.
Pasal 3
! (1) Untuk dapat ikan dan gedung harus

mendapat izin darl Bupali-tdimasuk bangunan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat, haik BUMD maupun BUMHN;

{2) Unluk nbangunan I dimaksud dai £{1) pasal
ini, harus memperhatikan garis sempadan, KDB dan KLB;

(3) Besar garls sempadan, KDB dan KLS ditstapkan oleh Bupati,
Pesal 4
{1} Mendirikan bangunan, merubah bergunan, mercbohkan bangunen, den
pengagt hanus ken tenaga ahli

{2) Tenags ahii sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} pasal ini tardii darf-
perencana, palaksana dan pengawas.

Pasal 5§

(1) Setiap mendirikan atau marobohkan bangunan, tenaga ahli harus
menggunakan rencana bangunar;

{2) Ukuran panjang yang dipergunakan dalam rencana bangunan dan hal-hal
Iain yang berhubungan dengan ite, menggunakan suaty metrik;




e sgpeER

{3) Bshasayangdip dal dan hal-hal tain vang
herhuhungan dengan ity, harus bahasa Indonesia, terkecuall Jika tidak ada
padanannya dalam Bahase Indonesia.

Pasal 6

Peraturan/standarpedoman yang harus dipakal fakah peraturan/standas’
pedoman tehnik yang bedakue di Indonasia yang meliputl Peraluran Pengounaan
Bahan Bargunan Indonesia, Peraturan Konstruksi Kayu indonesfa, Peraturan
Beton Berulang indonesia, Peraturan Penggunaan Tata Tanah indonesia untuk
Gedung, Padomen Pelambung Indonesiz uniuk Gedung, Peraturan Umim
{natalasiUsirik Indoneste, Peraturan instalatur Perpipaan, Pedoman Pelambing
Indonssta dan Siander Tehnik yang badaky di negara jain tetapi dapat dibuiiksn
¥ebenarannya,

BAE
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Cara Mengajulan PIMB
Pasal 7

Sebelum mendirikar bangunan, psmiik harus terfebin: dahult meminla patunjuk

1entang rencana Fmondirkan bangunan dan tentang permohanan izin mendirisan

bengunan kepata Dinas Pekerjaan Umum yang melipus :

Jenis/peruntukan bangunan;

Luas fental diatas/dibawah permukasan tanah bangunan;

Jurnlah i/\apis-tapie di

Garis sempadan yang ditetapkan;

Luas ruanaan farbulks;

Koefislon Lantai Bangunan (KLB);

Koefison Dasar Bangunan (KDB);

Ketingglan Bangunan;

Jarak bebas bangunan;
perwujudan (arsitektural, struktural, mekanikal,

elekirkdl dan lain-lain);

Persyaratan perencanaan, peizksanaan dan pengawasari bangunan

terdenty;

o
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I flencana Tala Kota;
m. Rencana terpstingi kata dan atau tata lstak persii;
n. Hal-hellain yang dianggap pedy.
Pasal 8
(1) PIMB diajukan sendii olsh perorangan aiau suatu badan hukum atau cleh
suatu pihak yang diberi kuasa olehnya, kepada Bupati melahsi Pejabat
yang ditunjuknya, setelah teriebih dahulu diketabhui Camat satempat;
{2) Presedur dan tala cars Pengajuan PIMB ditetapkan oleh Bupati.
Pagal @
Dalam ‘parmohonan IME sakurang-k ya borisi ;
- Nama pemohon IMB;
- Alamat pemohon IMB;
~  Janis bangunan yang direncanakan;
- Jenis hak atas persti fempat bangunan yang telah direncanakan dengan
melampirkan :
3. Salinan sural bukti hak atas tanah yang bersangkutan;
b. Peta situssi sesual dengan rencana kola;
©. Rencara bangunan yang berisi :
- Gambar rencana bangunan dengan skela 1; 5041 1 200;
- Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasl yang ditetapkan
bagi bangunan ledantu
d. Perencana, pelaksana dan pengawas bangunan;
e, lzinkain yang diperukan;
1. Persetujsan felangga khusus dipariukan bagi bangunan yang akan
mengganggu kepentingannya.
Fasal 10
{1} 1B titiak diperiukan untuk pekefjaan-peketaan yang tersebut dibawan

Cni

antara

2. Memperbaiki bangunan yang t
bagizn-bag i har

lak merubah bertuk luasnya dan
s dangan jenis baf

fain :

3rg
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- Memy

- Mompemanc\ felak bangunan;

- Memperbaiki daun pintu danfatay daun jendelz;

- Memperbalki penutup alap/udara fidak melebthi 1 M2;

*  Membuat permisah halaman tanpa konstruks:
Wemperbaiki langit-langt lanpa merubah jaringan utilitas.

Mefutah bang:man tampﬂmnsmnamara

c. hujan 1-salokar 1gan

bangunar;

Membuat bangunan-bangunan yang sifalnya sementara bagi

kepenlingan pemeliharean temak (kecuali babi) yang harus

ditempatian di halaman belakang dsngan luas tidak melebiti 10 M2,

lataknya bangunan fidak melebifi guns-ga.ris sampadan bel.a!iang dan

samping dan tidak i

Murabtist pagas halantin yong sainya semantara tidnk perm:msnj

yang l\ngg\rvyﬁ tschk melebihi 1,20 b kecuafi jika adanya pagar ini

[

L

. Membuat kolam, \sman-taman, kscuall palung-patung dan flang
banders di pekarangan.

Bangunan yang bersifal darurat.

Pasal 11

) Bupati atau pejabat yang dilunjuknya memeriksa apaksh PIMB yang

diajukan tekeh memenuhi syarat-syaral sebagai dimaksud dafam pasal
mennit peraturan yang beriaku dangan ketertuan yang tercantum delam
PiE;

) Bupati slau pejabat yang ditunjuknya depat memanggil secara tertulis

pemohon PIMB untuk menyempurnakan PIMB yang diajukan, apabila
temyata syarat-syarat yang diperiukan PIMB fidak terpenubi;

Bupati yang jukny fjuil atau menunda atay
menolak PIMB yang diajukan ofsh pemohon

Fasal 12
Penyarahan IMB dilakek i PIMB telah dipenuhi;
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: {2) Bupatiatau pejabatyang diturjuk menyetujui FIMB selambal-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung dari hari dilerimanya PRAB cleh Dines Pekaraan
Ui,

ang PIMB disampaikan kepada pemohon secaraterylls

@) Keputusants
dengan surat;

i (4} PIME dapat disetujul untuk selurch bangunan yang direncanakan yang
secara struidural menipakan bagian yang tdak ierpiseh,

Pasal 13

Keputusan PIMB dapat ditunda bardasarkan slasan :
8. Pemerintah Daerah masih memsrukar wakiu tambahan untuk penliaian,

Khiust 1bangunan serta peitimb: 1 il f yang
direncanakan;

o, P Daarah iy yata sedang 1 1ancana bagian
Kotalrencana temeiinei kota;

% Pemberian kasempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkani
PIVS yang disjukan,

Pasal 14

1] PIMB ditolak apabliz pekarjasn msrdirikan bangunan yang direncansian
dalem PiMB berieniangan datam ;

e. Peraturan perundang-undangan yang berlale;
b.  Kepentingan umum;
c. Kelertiban umuny;
d. Helestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
e, Pihak ketiga; :
i f.  Aencana induk keta, rancana baglan wilayah kota, rencan perinclan
kota,
{2} Penolaken PIMB ditetapian datam K gan
alasan penalakannya.
Pasal 18
Penundaan PIHE b i 13 hanya
pat dilakuk leali dan untuk 3 1 dari dua bul ftung




dari harl pertama setelah lewatnya jangka waktu dua bulan setetah diterimanya
PIMB oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 16

Izin mendiikan baggunan berisi keterangan terang :
Mama pererinia IME;

b, Atamat penetima IMB;

€. .Jends bangunan yang diizinkan;

d.  Letak parsil tempat bangunan yang diizinkan;

e. Jangka wakiu sampai dancan saal dimulainya pekerjaan mendirikan
bangunan yang dizinkan;

. Aaidbus IMB yang ditatapkan serte syarat-syarat lain yang diperiukan
dalam rangka pelaksanaan mendirikan bangunan,

Pasal {7

(1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan Fakurn yang namanya temantum
dalam IME;

(2) Bila karana sesuaty hal orang atau badan hukum menfadi pfhak vang

mandiiikan bangunan dalam W!B tersebut, IMB itu Adimchonkan
*kernbali ofeh pihak 1 kepada Bupati jabat yang
dltunjukaya;

(3) 1B dicabut oleh Bupst hpahfk! dalamjan!ka waklu & (enam) D'Jlaﬂ setelah
pemberian ME, pek pekerjaan yang
masi dalam tahap persiapan.

Pasal 18

(1) Bila pemohon IMB meninggal atau badan hukum yang mengajukan
permotionan bubar ssbelum PIMB disjukan, diputuskan, torhadap F"IMB
it tidalk diambi keputusan dan dinyataken gugunbatal;

{2) MByang i i 1ah bub
badan hukum, tdak mempunyai kekustan hukurs.

il
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Pasal 19

{1} iMB: il Kz hast ipang o wakiy
tertentu akan direncanaken untuk kepsruan Rin dapat diberikan dengan
mencaniumian syarat dalam IMB tarsebut, bahwa bangunan yang
bersangkutan akan dibongkar setetah lewatnya Jangka wakiu yang
dilstapkan dalam IMB;

{£) Setiap perclakan IMB pemohon dapat mengajukan banding kepada
Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darvssalam dalam waktu 14 {empat

belas) resmi otsh Bupati.
Lzin Mendirlkan Bangunan Perysahaan Kawasan Industci
Atau Perusahaan industri
Pasal 20

(1} Perusahaan Kawasan Industri atau Pervsahaan Indusir yang mendirikan
dan sarana i wafib jukar izin i
Bangunan;
(2) PIMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), drajukan kepada Bupstimetafal
Kapala Diias Pekerjaan Umum;

(3) PIMEF Ir i Kawasan apat diaj
oleh Perusahaan industri alay melalsf Perusahean Kawasan industi
kepada Bupali melalu! Kapala Dinzs Pekerjaan Umum.

Pasal 27

il i dalam pasal 20 disjukan dengan
melengkapi persyaratan sehagal berikut :
2. Foto copy Surat Izin Lokasl;
b. Foto copy KTP;
. Fol Akta P

! oy ahasn bagi vang berstatus Badan Hukum/

Badan Ussha atau foto copy Anggaran Dasar yang sudal: disahken bag!
Koperasi;

4. Surat Kuasa, apabila ik kepada
orang kain;

Eres

|
i




s

Folo capy Seifikat Hak atas Tanah, atau buki peraiehan tanah;

Folo copy tanda pelunasan PEB fahun terakhir;

Surat Pernyataan pemokan fentang kesdngdupan mefalihi persyaratar

tehmis bangunan sesual dengan padomen tehinis yang ditetapkan oloh

Menteri Feksrjiaan Umum, seria garis sempadan alan, Kua’r.sien Dasar
Koefisien Lantal Bangunan yang marintah

Daerah;

Gambar Rencana Bangunan sekaligus detailaya, foto sopy Rencana Tata
Bangunar dan Prasarana Kawasan Industs yang disetujui Bupati, dengan
menunjukkan lakasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi
Pamsahaan industr yang beriokesi di kawasan industri;

Lay out dar parusahaan industr yang berlokasi di kawasan industri.

Pazal 22

Kepala Dinas Peksrjaan Umum mengadakan penelitian kelengkapm
irikan Bangunan (IMB)
dimalcsud pada pasal 21 namn ini;

Jika persyaraten tolah lengkap dsn benar, parmohanan ditesima dan
diberikan landa buldi pencrimagn;

Disiam jangke wekiu 2 (cu) hart kerjp sefelah parmehonan diterima, pojabat
sehagaimana torsebut pada syat (1) menetapkan basarnya Retrisusi yang
wafib dibayar;

Berdasarkan penetapan tersebul pada ayat (3} pazal
mambayar Retibusi ke Kas Daeran:

i, pemahan

Setelah melunasi retribus] sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal nl,
pemanon dapat meizksanakan pembangunan secara fisik;

Setelah barigunan selesai pemohon wafib menyampaikan laporan sscara
tertuili, dengan melampirkan :

& DBerita acara pemariksaan desi pengawas yang telah diskreditasi;

b, Gambar siap bangur;

¢. Foto copy bukti pembayaran retdbusi.
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Pasaj 23

&3] lan berla Kepala Dinas Peleraan
Umura atas nama Bupall menerbitkan [zin Mendirikan Sangunan;

(2} Jangka waktu penerbiian Lzin Mendirkan Bangunan ditetapican sefambaz.
lambatnya 52 {dua belas) har kerda terhitung sefak diteimanya iaporan
dan batita acara pemeriksaan;

13) lzin Mendirikan Bangunan ssbagaimana tersebut pada ayat (1) pass in
sekaligus berfaku bagl perggunaan bangunan.

Pasal 24
Herobohkan bangunan diakukan berdasarian :
a.  Perintah merobohkan bangunar;
b, lzin marabohkan bangunan,

Pasal 25

(1) Satuan lugas melakukan pemerlisaan dan perilaian bangunan pade pasal
24 2, dengan mamberitahukan pemilinya tarlebih danuly, melaly Dinas .
Pekerjaan Umum;

{2) Saluan tugas sekurang-kurangrya terdin dari ;
Badan Perencanaan Pembangurien Daeral;
Dinas Pakerjaan Umum Dagrah;

K wgsa dan F
Kantor Satuan Polist Pamong Preja;
Badan Pertanahan Nasional;
Bagian Pemerintahan;
Bagian Hukun;
Camal.

Feroaney

Pasal 26

Peimilik bangunan yang diperintaiican untuk marohohkan bangunannya tidak
dibebari biaya izin merobohkan bangunan.
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Pasal 27

Sebelum j pemohon hanss tzriabin
daiulu minta petunjuk tentang rencana memboh'-;sn bangunan dan tentang

Tzin :nan kepada Dinas Pekedaan Umum yang
meliputi :

a.  Tujuan merobohkan bangunan;
_ b, Persyaraian merobohkan bangunan;
¢. Pemyataan tidak keberatan pihak ketiga.

Pasal 28

Pekerjann gunan oleh permil per baru dapat dimulal
sekurang-Kurangnya satu minggu setelah Dinas Pekerjaan Umum menysmpai-
kan salinan izln merobohkan bangunan kepada tetangga yang berbatasan
dangan bangunan yang akan dirobohican, '

Pasal 29

Pekerjaan 1 bangunan bangunan
i d: 12 yang dlsehkan dalam izin merobchkan

bangunan.
% BAB B
PEREHCAHAAN BANGUMAN
Bagian Pertama
Umum

Paragral 1

Pasal 30

Jenis yang direncanakan meliputi ©
& Rencana arsilekiur;

b. Rencane struidur;

c. Hencana utiflas.

arr




Pasal 31

{1) Semualenis pakaraan perancassan pada dasarnya KU untuk semuz

Kasifitasi penggunean bangunan;

(2} Pengscualian tprssbut pads ayat (1) hanya diperaleh setelah pamiik
bangunan mengajukan kaberatan dengar alasan yang dapat diterima,
kepada Bupati;

{3} Pengecualian yang disetujul sepert lersebirt pada ayat (2) harus tetap
i bates-b )

15 parsyaratan k umum,
Fngkungan dan keselainatan bangunan,
Paragraf 2
Persyaratan Pereiicanaan
Pasab 82"
{1} Penyusunan rencena yang sebagaimana diatur delam pasal 30 harus
gikuti § perundang: gan dan peraiuran ehnik yang
bedaku;

(8) Bilamana rencana sebagaimana diatur datam pesal 30 menyangiait
kepentingan masvarakat kota dan ‘wiiayah dan atay lingkungan kota atau
wllayah harus dikonsaktasikan pada Tim Ahli ateu pinak tarlany yang
ditunijuk Bupati,

Bagian Kedua
Perencanaan Arsitektur

Paragraf 1
Lingkup Peren¢anaan

Pagsal 33
Lingkup yang direncanakarn melipatiz
4. denahbangunan;

b.  tampak bangunan;
€. polongan bangunan;

ars




d. {ata rang luar;
€. tata ruang dalam;
. delail arsitektur.

Pal
Persyaratan Umum Arsitektur Situasi

Pasal 34
Gambar situss| penetakan bangunan harus memuat penjelasan tontang :
3 i

Bentk dan ukuran p p serta b ya;
Jalan dan nama jalan menuju ke persil dan di sekeliing parsil;

Peruntukan bangunan di sekefiingnyz;
Letak bangunan didalam persit; h
Garfs sempadan;

Arah mata angin;

Skala gambar;

Te~mapes

Afamat persillpekarangan.
Pasaj 35
{1) Gambar situasi harus disetujul olsh Dinas Pekerjzan Umum;

(2) Gambar situasi yang telan disetujui oieh Dinas Pekeraan Umum rmetjad
kelengkapan lsmpiran PIMB.

Garis Sempadan Bangunar
Pasal 36
(1) Gans sempadan bangunan lerfuar yang sejalar dangan as rencana jalan

atau as rencana sungal di sekelling Rangunan ditentuken berdssarkan
lebar rencana jalan dan peruntukan persilpekarangan;

Letak garls tersebut pada ayat (1), bilamanz tidek ditentukan lain adaiah
separuh labar rencana jalan ety roncana sungai atay dihitung dari hatas
tepi roncana jalan;

2

(3} Letak garis pondasi bangunen terluar pada bagian samping yang ber-

ara




batasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah segaruh
dari apa yang disebut pada ayat {2);

{4) Gears poendasl bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatas
dengan tetangga ditentukan sefelah ayat (1) dan (3) ditentukan, untuiselan.
Jutnya persentase luas proyeksi atap terhadap luas persilikut menentukan;

{5) Parsentaso luas proyeksl atap terhadap pecsil distur pada bab tain didatam
peraturan ini atay peraturan lan yang melandasi bunyi paraturan ini;

(8) Garis popdasi bangunan teriuar sebagaimana diténtukan pada ayat (3)

- dan {4), dibebanian antara bangunan wama dan bangunan/ruang
tambafian;

(7). Garis sempadan bangunan & wiayah kota ditentukan sesual dengan
i rancana detail tata ruang dan rencana tehnis ruang Kota Kabupaten.

Garls Sempadan Pagar
Pasal 37

(1) Garis pondast pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan
barimpit dengan batas tefuar rencana jalan;

(2) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukam berdasarkan
Keputusan Bupali;

(8) Garis lengkong pagar disudut persimpangan ;alan ditentukan dengan
uktran radius/serongfengkung ates dasar kelas simpang fatan;

(4) Bentuk pagar ditentukan berdasarkan Keputusan Bupafi.
Garls Sempadan Jalan
Pagal 38
(1} Yang terletak garis tersebut pada pasal 35 ayat (1) di tepi jelan negara,
garis-garis sempadan dari as jalar negara sekurang-kurangnya 20 k;

{2) Yang tarietak di tapi jalan provinsi, gars sempadan dari as jalan provinsi
ditetapkan sekurang-kurangnya 15 M;
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*Yang terletak dl fopi Jalan kebupaten, garis sempadan dari as jalan provinst
ditetapkan sekusang-kurangnyza 15 M;

1 fain industri, dan lsin-lain)

[ang hang;
sekurang-kurangnya 15 M;

Batas kirf kanan dan belskang darl bangunan harus berantara dengan
bangunan lainnya yang sudah ada sakurang-iarangnya 5 M dan apabila
bangunan jain batum eda meka bangunan ffu harus berantara dengan
parsilnya 2,5 8;

Garis pada hagla1 ping bangunan yang ssjajar
dangan jalar adalah dinding m

garis sempadan inl hanya diizinkan terus terbuka yang lei:amya tak lebth
dari 3 M.

Pasal 3y

Garis pandasi teras tarar, yang sejejar dengan avah jalan di sekalling
bangunan bilamana tidak ditentuian iain adalah separuh lebar rencans
jalan dikurangt sebanyak-benyaknya dua meter dan tidak malewati gars
pondas! pagar teriuar,

Teras tidak dibenarkan diber dinding sebagal tertutup.
Pasal 40

yang dengan
arah ]aLam df sekeiilmg hangunan. bilamana tdak ditentukan fain aﬂaiah

terksar
dikurangi paling sedikit saiu mmar,
Loteng/bal tidak ieri dinding
ruang tertuiup:
kepersil

Loteng/balian tidak
atau pakarangan, tetangga samping kanan dan kin;

terfuar
batas pekarangan yang berbatasan dengan telangga.




Pasal &1

(1 Gans karstruksi suats yang sejefar der h

a

2

jalan sekeliing bangunan, biamana fidak ditentukan lain adslah sepamh
ketentuan sempadan garls pondasi bangunan terluar bersanghutan;
Garis i tertuar suatu tidak rican melewsti
hatas pekarangan yang berbatas dengan tetangga; .
Ruang dibaveah teritisioversteck fidak dibanaikan diberi dinding sebagai-
mana ruang tertutup.

Pasal 42

Garis pondasi terluar bangunan sementara ditentukan berdasarkan
petunjuk Dinas Pekerjaan Umum;

tickak 1benibah jadi bangiinan
gemi pernansn alau penmanan.
* pagal 43
Garis pondast dan garis kanstruks! terlusr bangunan menara air, cublikf

saptikiank, kolam {ain selain edung hikan
berdasarkan Keputusan-Bupal dibuat khusus uriluk kepentingan tu;

Keadaan bangunan sepert dimaksud ayat (1) fidak dibanarkan berubah
menjadi bangunan gedung. sekalipun hanya berstatus sementaa.

Taia Auang Dalam
Pasal 44
Luas kamar yang diperuntukkan buat ditempati sesual kabutuhan;

Kamar yang dimeaksud ayat {1} pasal ini harus marspunyal pinfu jendela
masing-mesing yang langsung masuk udara dan slnar dari luar,

ruang harus hi syarat-syarat dan
dan t

lebih anjut

'
P

umum,
dari Dinas Pekerjaan Umum;




i5)

‘Pirtu-pintu bangunan ibadah, bangunan urnum atau bangunan lain tempat

. berkumpul orang banyak harus membuka keluar,

Sefiap bangunan atsu komplek bangunan harus memiliki kakus dan atau
pembuangan air kotor serdir, dengen jumksh den besamya menurut
parsyaratan 18knik yang beriaku.

Tate Ruang Luar

Pasal 45

Setiap I g 2kan didirikan b .
penghijauannya dan salarqu-mya dapat dimintakan keterzngan pada Dinas/
Instans] yang ditunjuk oleh Bupati;

Setiap persi\tpal-arangan harus dilengkapi dangan saluran pembuangan
dan atau peresapan air hujan;

Setiap il atau titian untuk
masuk kedalammnya, harus dibyat hardasarkan patunjuk Dinas Pekerjaan
Umum;

Bilamana persiifpekarangan berada di fngkungan yang belum mempunyai
rancana jaringan jalan hanss menyediakan izlan menuju ke persil menurul
petunjuk Dinas Pskerjaan Umom;

Setiap persitps| g akan dic 4 di
keadaan 1 tanahy, dan uululf selanjuinys dapat
dimintakan keterangan pada Dinas Pekerjasn Ufrum‘

Setiap bangunan atat kemplek bangunan harus mempunyal tempat parkic
kendaraan dan/atau ;cmpa{ pemberhen‘nan kendaram umum yang
memanyni syarat n

Jalan disekelifingrya;

Setiap pengetola bangunan harus mampu mengelola sistam penghijavan
fingkungan secara baik,

383



¢

2

3)

]

(1}

Tata Bangunan
Pasal-48

Lantai tempat kediarmnan stau bangunan yang dipersiapkan untuk diernpat
orang baik sementara maupun selamanya tergantung kepada muka air;

Persentase luas proyex atap teradap luss oerslipekarangan ditentukan
atas dasar kepentingan keset lingkingan dan pe bahaya
kebakaran;

Ketentuan persentase pada ayat {1} bilanuana tidsk ditentukan tais tidak
dibenarkan lebin besar 80%5;

Kasfision Dasar Bangunan {KDB) alau persentase juas lantai terhadap
luas parsiipekarangan diteniukan atas dasar kepentingan pekarangan
pelestarian lingkungan/peresapan air permukaan tanah;

KDB dan KLB di kota ditentukan oleh Bupati;

Setiap bangunan fidak diperbolakan menghalang-halangi pandangan lafu
lintas jatan;

timim,
perimbangan B dank gkuingan;

Setiap bangunan iangsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan
menyediakan tubang dalarm bentuic lendeta atay pintu atay angin-angin
(ventilasi), sehingga menimbulian kelaluasaan pribadi tolangga atau
lingkungan sektamya,

Sefiap bangunan langsung atey tidak iangsung tidak dipsrbolehian
meng a . b

Kebakaran

Pasal 47
Sefiap bangunan hams di gkapi dengan sistem I dan
panai; bahaya yang i ancaman fiwa

maupun harta dan untuk selanjuinya Petunjuc dipsrolehnya pada Dinss
Instansi yang ditunjulc olsh Buget;




2

3)

@)

8

@)

3

(4

Ketentuiar genai upaya d:
bahaya kebakaran pada bangunan gedurig mengikuti ketentuan standar
yang bedaku;

Setiap bangunan harus mampu menghindart dan sumber kebakaran yaitu:
listrlk, gas, api dan sejenisnya.

Pencemaran
Frael 48

Setiap bargunan haris dliengkapi dangm sistem pencagahan yang
N ancaman lingkungai;

Satiap nmgma-\ yang dapat mar.gancnm pencamaran lingkungan harus
telah K mengendalikan fel
agar tidak mefusak keseimbangen lingkungan;

Setiap hangunan di uniuk i akiat dari
lingkungan sekitamya.

Utifitas

Pasat 49

Setiap bangunan hendaknya dliengkapi dengen penarangan luar
Seculupnya;

Setiap bangunan atau kompiek bangunan diangkapi dengan fiang bendars.
dangan bertuk, ukuran don fempat menurid psunjuk Dinas Peksrjaan
Unwuim;

Seliap atau komplek dengan NoMmar
bangunan dengan ukuran den tempat menuat peraturan yang bariaku;
Pemberian nomar unst bangunan pada suatu jalan harus telah mendapat
perseiujuan dari Bupati;

Setiap bangunan harus diberi omamen atau hiasan tambahan sspanjang
tidak mengganggu keterthban umuim;




{6) Safiap bangunan harus menyediakan tempat sampah umum secara
tertutup de j renun g s pai

kah m yan( P
ofeh umum;
(7) Jumlah kebutuhan tempat sampah ditentukan dengan perbandingan saty
thadap dua puldh arart r
sepanjang 10 M dengan Isl rata-rata sebesar 50 lter.
Paragrat 3
Fersyaraian Kkusus Arsfteldur
Pasal 50

Setiap bangunan yang baru, secara fungsional dan-estetika cendsnung pada
sagi sosial dan budaya setempat sesual dengan Keistifewzan Aceh.

Pasal 51
(1) Sefiap bangunan dapat dileiakkan berderst dan bersambung, dengan
ketentuan harus memasang alat pencegah menjalamya kebakaran dari
«dan ke banaunan kiin;

{2) Sefiap bangunan perdagangan dan jasa dapat dibangun dengan KDB
100%, d R idak berubah ke golongan yang

lain;

(3} Ketinggian bangunan dan/atau jumish lantal harus memperhitungkan
keserasian tata ruang kota;

(4) Pemasangan omamen atau hiasan atal papan nama atau papan ikan,
tidakdil Kelertib lebin tanjul

diatur di dalam Keputusan Bupati.
Pasal 52
Sefiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDE adaiah tidak melabifi
50% kecuali ditenitukan lain.

8B6
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{1} Setimp
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Pasal 53

Sefiap 1gan KDB adalah idak melebihi
40% (ernpaf puiuh persen} iezecual' ditentukan lain;

Tidak dibenarkan membuang bahan sisa atau bahan hu.angan yang mang-
akibatkan

dan afau r
Jingkungan;

Setiap bangunan yang dibangun di atas kawasan yang belum memiiki
rencana terperinci (detail) wajib merancanakan dan melaksanakan
prasarana fingkungan sesual petunjuk Dinas Pekeraan Umum.

Pasat 54

dapai difs gan KDB adalah lidak
matsblhl 0% (enam puluh pereen) atal drdasarkan pada perhitungan
Setiap bangunan kelembagaan yang ban: secara fungsional dan estetikal
haris menicerminkan penvufudan budaye setempat.

Pasal 55

Setlap bangunan harus mempunyai Jarak bangunan dengan bangunan
sekilamnya selarang-kurangnya 1 meter atau karena pertimbarigan lain
dapat berdempet;

Sefiap bangunan rumah tinggal dap:
melebihi 80% kecuali ditertukan lzin;

dibangun dengan KDR adslah tidak

Seliap bangunan rumah linggal yang baru secara-estetika handaknya
p budaya solempat;

Bangunan-| b.;ng‘unaﬁ fumah finggal vang psiaksanaannya dikelola oleh
suaty badan atau jumlatinye cukup banyak, harus memperhilungkan
perimbangan fasilitas lingkungan sacara baik;

Setiap bangunan rumah t nggal yang dbangur di atas kawesan yang belum
memiliki rencana detaif 1dan prasarana
fingkungan sesuai petunjuk Dinas Pekerjaan Uraum;
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{8} Kewajiban peroncanasn subsgamsnammeksud pads ayai 8 sepenufings X
ditanggung oleh pihak pemohon izin;

{7} Kawajibar pelaksanaan akan diatut lebih lanjut didslam Keputusen Bupat
yang dibuat khusus untuk kepentingarn tersebit;

(@) Tdak bahan sisa afu bahan hangunan yang
aklbatkan pencemaran lingkungar dan atay mengganggu: keseimbangan
lingkungan;

(9) Tidak diberarkan mengubah status golongan bangunan tanpa fzin pihak
Dinas Pekerjaan Umuin, dan dinas lain yang bareangkuten

i godongen bangunan
in paaturan,

{10} Perubahan statss golongan hanya dibenarkan me
‘campuran yang selnfutnya diatur pada pasal

Pasal 58
Satiap bangunan campuran dapat éikenakan KDB 70%.

Bagian Ketiga
Perencanaan Strakiur

[ k]
Lingkup Perencanaan
Pasal 57
Lingkup perencanaan tendiri dari :
a. -Sistem konstruksi;
b, Perhitungan struidur;
¢ Denah dan pofongan pondasi;
. Detall struktur,

Faragrai 2
Bangunan Satu Lanta]
Pasal 58

(1) Sifat konstruksi bangunan setu tantal terdid atas :
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2. Bangunan permanar;
b. Bangunan semi parrmanen;
¢ Bangunan darurat,

Bangunan harus dit dan dinyata-
kan roboh fidak lebih dai 5 (lima) tehun:
tidalk di ke berada di pinggir jalan utama

kacuali dengan izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan fidak sbin dar
2 {dua) tahar;

Bangunan semeriara yang dipergunakan sebagal barak kefja Udak
diperbalahkan untuk tempai iimah langga;

Bangunan sementara yang dinyatakan dirobohian oleh Bupali harus
diterima dan dilaksanakar cleh yang bersangkitan;

Bangunan seimi permanen tidak diperkenankan dibangun di jalan kelas
‘saiu dan kelss dua;

Bangunan semi permanen harus ditentuken umur bangunannya dan
dinyatakan roboh tidak lebih darl 15 {fima belas) tahun;

Bangunan permansn harus ditentukan umur bangunannya;

Bangunan psfmanen yang dibangun secera bertahap dan bersambung
hanya dapat dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lehih dar
saiu lahun setelah tahap sebeluinya selesal;

Katentuan (zhiti lanjut mengenal bangunan satu lanal diatur Isbih lanjut
cleh Bupati

Paragraf 3
Bangunan Bertingkest

Pagal 58
Sifat konstruksi bangunan bartingkat terdid dast :
a. bangunan parmansn;
b. bangunan semi permanen yang tidak lebih dari dua lantai,

Bangunan semi permanen tidak dipedkenankan dibangun di jalan kelas
satu dan kelas dua;
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Bangunan sem! harus umur
dinyatakan roboh tidak tabih dari 10 (sepuiuh) tahun;

Bangunan semi perinanen kelompok Inl tidak ‘dapat dirubah menjadi
parmanen;

Bangunen p b e 4

ya dan

Bangunan permanen yang dibengun secara bertahap dan borsay
hanya dibenarian bila tahap beri akan di i fi bih dari enarn
butlan setelah tehap sehelumnys; =

ebih lanjul mengenai b bestingkat diatur ebih anjut

Paragrafl 4
Perayaratan Struitur

Pasal 60

Pambatesan bentuk deneh banganan berantai satu afau lsbif, sesuai
menuni pedoman tehnis darf Dinas Pekerdaan Unum;

Baik ukuran panjang maupun lebar tidak bolel melampaui 10 bentang
atal maksimum sebesar 50 meter,

Ukuran panjang tidak boleh lebih basar dari 6 (lima) x Jebar dan tidak boleh
Iebih kecll dari 0,2 lebar atau sebatknya;

Baik petbandingan tinggi terhadap panjang maupun tinggi terhadap lebar
harus lebih kecil dasi 3 (liga);

Tinggi raksimum dad struktur adalah 4 {empat) lantal atay 14 meter, ter
gantung yang mana yang terkecil, tetapl diperbolahkan adanya satu tingkat
tambahan dengan luas donah yang lebih kecil, sepedi rumah atap urdulc
ruang mesi | yang sei Luas g baian ini tidal
beoleh melampavi 25% dari luas denah tingkat. Apabila pembatasan ini
melampaui, maka fingkat taribaban harus dianggap sebagal tngkat penuh;

Panjang dan lebar tonjolan pada densh suatu struktur hams dibatasi
sademikian rupa, sehingga besamys setiap tonjolan tidak boteh malampaut
0,25 panjang dan 0,25 lebar, tergantung yang mana yang terkecil,




Paragrat 5
Perhitungan Konstruksi

Pasal 61
Bahwa setiap konstruksi bangunan harus ahan terhadap semia beban yang
bekera.
: Paragraf &
. Pergyaralan Pondasi
Pasal 62
{1} Pemilikan jonis pondasi lahan ferhadep semua beban yang bekera;

{2) Penyelidikan wajib difakukan untuk :
a, Kondisi tanah tidak baik atau lunak dan daerah tanah labil;
b. Banguran yang memikul beban cukup berat seperti gudang beras
rumah mesin;
¢ Bangunan liga lantai ke atas.

13) Pondasi berada diatas tanah keras, sedapat mungkin dihindarkan
pemasangan sebagian pondasl pada daereh tanah keras dan sebaglan

{agi pada daerah tansh lunak;
{4) Sebalimya dipergunakan pondasl manerus dan apabila dipergunakan
, maka poi tersebut harus diikst satu sama

mmya secara k.a,ku dengen stocf;
(5) Untuk tanah agak lunak dapal dipergunaitan pondasi plat beton {raft foun-
danon);
(6) Bimdy pondasifi sang, tiang-tiang pal bergerak
d tanah sokaliing Uninsn
agar fidak timbul penurunan yang berbeda.
Paragiaf 7
Sioef
Pasal 63
(1) Sloof merupakan sualu rangkaian balok-balok yang safing berhubungan

dan direncanalan agar mampy memikul bsban distasnya;

s




{2) Muty beton yang direncanakan tidak bolah kurang dari tegangan batan
karakeeristik 175 kglem2 (K-175).

Paragraf &
Kolotn

Pagsal 84

Kelam msrupakan bagian sistem rangka yang dirancanakan dan ditifung
agar mampu memilid hehan dizfasnya sera meneniskan ke lapisan Dawiah;

() Kolom merupaian susiu rangkalan yang hamws diubungkan dengan baiok
&g ring balok;

(3} Padabagian tengah tinggi kolom agar tidak diuatian iagi balok tambahan
(spenderai) kecuali bila aki Nambahan i but talah df hadap
strukius kessluruhan bangunan,

Paragraf 9
Batok
Pasal 65

{1) Balok induk merupakan bagian dari suaty sistern rangka bangunan;
(2} Ralok anak harus dirsncanakan balok diatas 2 (dua) turapuan;

(8) Hubungan antara balok anak dan balok irduk harus dibuat sedemiidan
Tupa, sehingga tidak pada tersebut

Paragral 10
Dinding
Pesal 65

Dinding yang tidak manahan beban intemal tidak peru ditakukan pema-
- riksaan gaya geser.
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{2) Dinding-dinding non strukiura! ini harus mempunyai tinggi penub, sedang-
kan batasan dindirgnya dengan tingg sebagian sama dengan untuk dinding
penahan gaya lateral;”

{3) Dinding idak menens inggl kelom, harus dipisahkan dengan kolem yang
berdekatan secara struldural.

Pasal 67
Bahan-bahan konstruks! yaftu
a. Bahan kayu
b. Bahanbajs
c. Bahenbaton
d. Bahan campuran
Paragraf {1

Hubungan Balok dan Kolom
Pasal 63

Hubungan balak dengan kolom harus dibuat sademikian rupa sehingga

memenuhi :

a.  Tidak lerjadi kelemahan pada sambungam;

b Panjang penvalur (stek) haris cukup memenuhi persyaratan 50 em untuk
batang polos dan 30 om untuk batang profil.

Paragraf 12

Hubungan Dinding Bahan Batu Bata dan Bzahan Balsko
Dglam Rangla Struktur

Pasal 63

{1} Angkur-angkur ada pada kolam, balok, sloof yang menantinya menglkat
dinding;

{2} Jarak angkur sebaiknya 0,50 M - 1,00 M dengan panjang angkur 30 cm
dengan diameter minimal § mev untuk arah horizontal, dan tiap 10 lapks
untuk arah vertikal
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Paragraf 13
Hubungan Kuda-kuda dengan Kolom

Pasal 70

(1) Struktur larda-kuda harus dihubungkan kepada kolom dengan baut-bayi
Jangkar dengan uky fya minimum 10 mm;

{2} Struktur kuda-kuda harus dihubungkan saty sama fain dengen ;
a. lkalan memanjang (ikatan diagonal yang terletak pada bidang tegak
lurus terhadap bidang kuda-kuda);
b. Ikatan angin (ikatan diagonal yang teristak pada bidang sejajar dengan
bidang kemiringan atap).

(@) Khusus untuk rangka kuda-kuda baja harus dibuatian truck-truck stang
berdiameter rinimal 12 mm.

Paragral 14
Rangka Baja
Pasai 71
(1) Ujung-uiung kok atas harus diusb 158ty sama lain dengan
suaty balek pengikat yang terdini dari profil baje yahg sejenis dengan

pemakai las stau baut;

{2) Balok leuve! diates pintufendela dibuat menerus di sekefling bangunan
sekaligus sebagal pemaku dinding horizantal;

(3 Kald kolom harss dikaltkan dengan baik paa pondasi dangan mamakei
angkur sedalam mininial 80 cri.

Paragraf 15
Rangka Beton Bertulang

Pasal 72
{1 Dstall hubungan entara kemponan struktur bangunan harus jelas dan benar
menunjukkan hubungan anlara yang satu dengan yang lainnya;
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(2) Yang termasuk dalam kemponen pada avat (1) meliputi pondas; sloof,
kolom, bakok, rangka atap dan lain-ain;

@) F utangan barus diperhi =
dan diberi perfjangieran dengan baik.

Bagian Kesmpat
Perancanaan Militas

Paragraf 1
Lingkup Perencanaan

Pasai 73

4

Instalesi al bersity;
. nstalesi air hujan;
Instalasi air kotor;
Instalasi air buangan;
Instalasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
inslalasi gas;
Inslalasi tata udara;
Instalasi penerangan;
Instales! akusti;
Instalasi fistrilg
Instalasi telekomunikasi;
Instalasi penangial petir;
. Instalas! lift den eskafator;

grxrrFassape

{2) Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) pasal inl mengikuti
ketenitan peraluran yang berlaku.

Paragraf 2
Instansi Piumbing

Pasal 74

(1) Instafasi Plumbing harus mengikuti pedoman Plumbing indonesia dan
ketenluan-ketentuan lain yang masih berfaku;
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Instaldsi Plumbing tidak boleh melalui lubang/shaf lift;
Sebelum Instalas] Plumbing difungsikan harus dilakukan Ppongufian instalasi
teriebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang masih bertaky;
Instalasi Air Bersih
Pasal 75
denis, muty, sifat bahan dan penempatan Instalest air minum harys
memenuhi standar dan ketentuan lain yang bedaias;

Penempatan fnstalasi alr minum harus aman dan rapi dan tidak boleh
menggangau Instalasi lain;

Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang diizinkan dari
instalasi lain;

) Untuk ba gunan yang @ airfair minum

setarm menerus, disyaratkan memiliki sumber airair minum cadzangan
untuk keadaan dacural k . yang kepasitasny
memenuhi kebutuhan sesual ketantuan yang berlaku;

Untuk bangunan yang mermakai sistem air Panas yang tersambung
langsung' dengan instatasi air minunvair bersih harus dipasang atat
pencegah arus ballk dari sistem air panas ke sistern air dingin;

Proses pelaksanaan air minum hanis memenuhi standar dan ketentuan-
ketentuan darf Perusahaan Basrah Alr Minum Kabupaten Aceh Tamiang;

Tidak i peinpa p issp air yang langsung
barhubungan dengan jaringan milik Perusahean Daerah Alr Minum,

Instalas] Alr Hejan
Pasal 76
Dalam tiap-tiap 15 diadakan sal Juran psmbuarigan
air fugan; X
Saluran-saluran terssbut dalam ayat (1) hanss cukup besar dan mempunyai
kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan alr hujan dengan baik;
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Air hujan yang juh distas adap harus segera dapat disalurkan ke saluran
di atas permukaan tanah;

Uniuk yang air hujan

dengan i pipa, dan i harys dilakukan
o 3 gy ok

bangunan;

Bagian-bagian pi dicegah dari bahaye korosi;

Air bufan harus dibuang alau dizlikan ke saluran umum kota;
Dalam: ha! saltran umum kots belum fersedia sebagaimana dimaksud
dalam ayat {£) pasal inl, maka pernbuangan air hujas harus dilakukan
malalul proses paresapan atau ctra-cara lain yeng ditentukan cleh Dinas
Pekarjaan Umum,
’ Istalasi Al Kotor
Pasal 77

S ir kotor baik: dari kotoran manusia (kakus) ataupun
awlmhrdaﬂdaps: mmmmm pembuangan harus
baik dari

beton pasangan staupin keramik pada sambungan-sambungansya
dipergunakan cara-cara dan adukan-adukan penyambungan yang
semesfinya sesual dengan bahan pipa be-mm@mran,

Pembuangan sir kedor yang asalnya dard koloren manusia (kakus) harus
ditrisang ainu Umu;

F umum kot sstelah
meialui proses pengotahan (mge treatmernt plant) sehingga tidak
rmﬁmmwmm

Letak sumur-sumur peresapan beijarak lebifi besar sepuluh metar dad
sumber air minsmibersh tedekat dan atoy fidak berada o bagian atas
kemisingan tanah terhadap lelak sumber alr minumbersil;




Instalasi Alr Buangan
Pasal 78
1) Semua air buangan (air mandifcuct) dapat langsung dialirian metalyi
saluran uirum kota;

(2} Kemringan saiuran sebagaimanatimalsud dalam ayat (1) pasalin] hanys
mamenuhi syarat sesual ketentuan yang beraky,

Instalasi Gas
Pasal 79
{1} Pelaksanaan instalasi 0as harus memenuhi standar dan ketentuan-
ketentuan Perusahaan Negara;
(2) Penempatan instalasi gas b hiatiap kebocoran sahingga tidaj
membahayakan terhadap kesefamatan pemakai dan lingkungas seke.
liingnya;

@) Pemlatan instalasi 9as yang digunakan harus memenuhi standar dan
ketentuan yang berlaku.

instalasi Tata Udara
Pasal 80

{

Pelaksanaan instalasi harus memenuhi standar dan ketentuan yang
berlal;

(2) Pemilhan sistem i udam harue itungkan kenyamanan;
(3} Peralatan instalas! tafa udara vang digunakan harus memsnuh| standar
¥ang bedaku.
Instatasi Listrik
Pasal 81

Paralatan instalasi Hstrik ¥ang digunakan hafus.memenuh! standar
Peraturan Unmum Instelasi Listik yang bedakas,

¢
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@) Untn‘k hangunan -bangunan/ruang-riang khusus, umum dan penting

ierputus fisal * ruar choren
dan lain-lain) dnlsya;atkan mamiliki pembangkit Eswik darurat sebagai ca-
anganyang bes pelayanan;

(3) Tempat pambangkit listrik danrat harus direncanakan secara khusus;

{4) Sister instalasi fistrik harus disesuaikan dengan lingkungan, bangunan-
bangunan lain, bagian-biagian dari bangunan dan instalasi sehingga fidak
safing membzhayakan, mengganggu dan merugikar;

{5) Penempatan inslalas fskik haus aman terhadap keadaan sekitamya,
‘hangunan dan inst in, sshingga tidak
saiing dan ikan serts
pengamatan dan pemeliharazn;

(8) instalasilistrik daribahaya-bahayaigr -gangguan
fuar yang mungkin manusak instalast istik tersebut;

@ i standar dan ketent.
Ketentuan PLN; .

8 instalasi kistik Instalasi
terlebéh dahuiu sesyal dangan ketentuan yeng berfaku,

Instatas! Telekomunikasi
Pasal 82

(

Peralatan instzlasi yang dipergunakan harus memenuhi standar dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku;

(2} Femilikan dan penempatan sistom instalesi harus aman terhadap sistom
fingkungan bagian-bagian bangunan dan instaiasi lain tidek saling
mengganggu dan merugikan

Instalasi Penangksl Peiir
’ Pasal 83

{1) Peralatan di kan
standar dan perakjran umum instalasi punangka] petir yang berlaku;
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(2) Penempatan sistem instalasi penangkal’ petir harus aman dan meng-
amankan bangunar-bangunan serta sistam lingkungan.
Enstalasi Tata Suara

Pasal 84

Peralatan instalasi tata suara harus memenuti standar dan Kefentusn yang
Tk, .

Bagian Kelima
Pasal 85

{1) Bangunan dapat direncariakan sendii oleh pemilik ateu dengan bantuan
perencana ahti;

{2) Perencana dapat parorangen atau badan hukum;

{3} Bila perencana adalah badan hukum, kepadanya diwajibkan unuk
memenuhi ketentuan-ketentuan mengena tanage ahli parencana sesual
dengan peraturan yang ada dan berdaku.

Fasal 86

{1} Perencana aht terdld dari -
a. Perericana bidang arstektur;
b.  Perencana bidang struktur;
€. Perencana bidang utilitas.

(2) Masing-masing perencana sebagaimana diatur dakam ayat (1), pasal ini
diidasifikasikan berdasar peratisran dan ketentuan yang ada dan beriaky.
Pasal 87

(1} Bangunan permanen saty laritai atau lebih dergan luas lantailebih dari 70
M2 harts direncanakan cleh perencana ahli dengan ketentuan sabagal
berirut :

a. Untuk bangunan sedertana dengan luas lantsi sampai dengan 300
M? maksinum dua fantsi, direncanakan oleh peréncana arsitektur:
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b. Untuk bangunan dengan fuas faniai diatas 360 M?, 2 {dua) lantai ke
atas h olehp arsitelaurdan
‘ perencana ulilitas.

! {2) Bangunan permanan alau semi permansn salu fantai dengan luas lantai
kureng darl 70 M2 direncanakan oleh pamilik sendiri dan bangunan yeng
febih dari salu lantai direncahakan oleh tenaga ahli;

(8) Sysralperencana sebagaimana dimaksud dalam pa=al 82 harus mangikut
keténtuan-ketantuzan separi terlampir datem ganun ik

{4) Bila daarah fidak terdapat perencana yang memenuhi syarat maka diambi
perencana yang memenubi syarat dari dasrah lain.

Pasal 88
{1) Perencana bangunan melaksanakan perintah dan bartanggung jawab
kepada pemilik bangunas;.
{2} Setiap p wajib 1 tugas
sesual dengan dan persy . kaidsh
profesional, kaidah adat isfiadat yang ada dan berlaku;
@ i hak untuk menolak
canaan, bilamana temyata ﬂaﬂggap metanggaf perundang-undangan,
i y kaldal adat istiadat yang
eda dan baﬂaku
BAB W
PELAKSANAAHK

Bigian Partama
Persiapan Pelaksanasi

Pazal 68

Pekerjaan memﬂrﬂan bangunan berdasarkan IMB yang ielah diperoleh baru

sateiah Dinas Peliarjazan Umu garis yang
bersanghutan akan didiikan, sesuei dengan rencana yang telah ditetapkan
datam 1MB,
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Bagian Kedua
Pelaksanasn Pekarjaan

Pasal 90
{7) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik izin
i B diwaji menutup tanah tempat
yang mer

i
<Hilengkapi dengan pintu yang rapef;
(2} Setiap pemegang lzin Menditkan Bangunan wajioc memasang papan
patunjuk bokasi, yang memaal ketarangan tentang :
Nomar Izin Mendirikan Bangunan dan tanggalnya;
. . Nama pemilik Izin Mendirikan Bangunan;
Waktu pelaksanaan pekerjzan;
Janis bangunan;
Peruntukan bangunan;
Lokasi persil;
Pelaksanaan pekerjaan;
Pengawasan pekerjaan.
(8) Bilamana terdapat sarana kola yang dapat mengganggu atau terkena
rencana , make p W
tidak boleh dilakukan sendirl melainkan harus dikerjakan pibak yang
berwenang atas blya penerima izin Mendirkan Bangunan; s

{4) Sefiap pelaksanaan pekerjaan diwajibkan untuk mendapat pengawasan
dari pengawasan shi.

Farpppop

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bangunan

Pasal 81

i1} i dapat oleh pemilik sendirl dan
bangunan yang fuasnya lebih hesar dari 70 M? dan bangunan yang tinggt
harus dengan bantuan tenaga ahl;

(2) Pelaksanaahii sebagaimana diau: dalam ayat (1) paselici, dapat berupa
perseorangan atau badan hukum:
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(3) Bila pelaksana adalah badan hukum, kepadanya diwajibkan memenuhi
ketentuan-ketenluan, sesuai dangan peratliran yang ada dan bedaky,

Pesal 82

L; 1 pemililc sesuaj
1zin Mendirlkan Bangunan yang ada.
BAB V
PENGAWASAM MENDIRIIAN BANGUNAN
Baglan FPeriama
izin

Pasal 93

Pamilik Izin tendirikan Bangunan wajib membantu terselenggaranya
X 5 bak-bai

Petugas Dinas Pokerjaan Umum deng;
dan manurjukkan segala sesuatu yang diminta cleh petugas Dinas tersebut.

Pasal 94

Pehjgas Dinas Fakeﬁaan Umum berwenang ©
Setiap wakty dapat meminta agar kepadanya diperihatkan 12in Mendirikan

Bargman beserta lamplrannyz;

b. ki dan iksa tempat
bangunan seliap saat pada jam kerja;

c. X \gkirkan bahan dan alat-aiat yang
dianggap 1 dan akan serta i kesahatan/

keselamalan Umum.
FPasat 95

Dalam mekaksanakan tugas pengawasan, petugas memilik] tanda bukti disi
berupa :

a  Surattugas;

b Karu tanda pengenal.




Pasal 96

Pemilik lzin Mendirikan Bangunan wajib membgritahukan kepada Dinas
Pekeraan Urnum saat telah selasainya seiuruh pakedaan mendifikan bangunan
selambatnya 45 jam selelah pakerjaan mendirikan bangunan fy seiesai

Pasal 97

Selembat-lamiatya dalam 14 hai setelah diteimanya pemberitatuan fertang
selesainya seluruh pakerfzan mendinikan bangunan ferseburt pada pasal 98,
Dinas Pekarjasn Umum mameriksa apakah pekedqaan manditian bangunan
ity manurut kenyataan telah salesa dan sasuai dengan rencarna yang ditatapkan
dalam izin Mendisikan Bangunan.

Pasal &8
Bila pekeraan mendidkan bangunan menurit ksnyataannya lefah selesa
dilaksanakan sefuruhnya sasuai dengan izin Mendirikan Bangunan, Dinas
Pelerjaan Umum memberikan suraf kelerzngan tentang selasainys pekatjaan
mendirikan banguaen kepada pemilipenerima Jzin Mendidkan Bangunan,

Pasal 89

an hang menurut keny wa telah selesal
tatapi tidak sesuai sengan IM8 yang diverikan mala
T8 dikenakan sanksi

lan Kedua
Pangawasan Peloksanaan Pekerjean

Pagal 100

Penigawasan palaksanaan pekerjaan mandirikan bangunan dhskukan
berdasarkan rencana vang disehken dalam IMB.

Pasal 101

Pel i dilakikan ketentuan dan peraturan
yang berlaky.
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Bagian Ketiga
Pengawasan Bangunan

Paszl 102

Pengawasan palaksanaan peisrjaan bisa dilakukan oleh peiilic sandid
atay dengan bantuan pengawas ahii;

Pengawss ahli dapat borupa perseorangen etau baden hitkum;

Bila pangawas ahli adalah bsdan hukum, kepadanye divejblen memsnuhi
ketentuan-kefanivan izin beakerja sesual dengan p='aturan yang beraku.

Pasal 103

Pengawas ahil tordir dar -

. Pengawas bidang arsitaktur, atau
b. Pengawas bidang strukiur, atau
¢. Pengawas bidang utifias.

Masing-masing pengawas ssbagaimana diatyr dalam ayat (1) pasal i
diklzsifikasikan berdasaran peraturan yang ada dan beraku.
Pasal 104

Bangunan permanen satu [entsl atau lebih dar 70 M2 pelaksanaannya

herus dinwasi ofeh pengawas ahll, dengan kstentuan ssbagai barfiou

. Unluk bangunan ssderhana dengan luas lartat sampa dengan 300
M? maksimum 2 lantal harus diswast oleh pengawas arsitaktur atay

pengawas strukiur;
. Uniuk bangunan dengan luas lantai 300 M? dua lantat ke atas harus
1 ersilekiur dan dan pangawas
utiiftas.
dengan k afay semi permansn satu lantal

dengan luas feniai kumﬁg dari 70 WE, tidak diwajibkan diawss! olah
pengswas ahil;

Syarak pengawas sebagalmane dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) harus
mengikull keterituan-keidntuan seperti terampir datam Qanun ini;
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{4} Bila di Kabupaten Aceh Tamiang tidak gawas yar i
syaral, maka diambil pengawas yang memenuhi syarat dari daerah lain.

Fasal 105

Pengawas b L pemifik b an sesual dengan
B,

BAB vi
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN

Bagian Pertama
izin Pehggunean Bangunan

Pasal 106

(1} Berdasarkan sural keterangan tentang selesainya pekarjaan menditikan
pamilik M8 kepada Bupati

in b g
oleh Dinas Pekarjaan Umum;

(2) Kelangkapan lampiran yang dimaksud ayat (1) adalah :
a. Berlia Acara Pemeriksaan bangunan yang telah selesai;
b. IMB.

{3} 1PB tidak dipertukan untuk bangunan ruman tinggal;
{4) Kelentuan dan tata cara permohonan IPB ditetapkan Bupat.

Pasal 107

{1} Bupatl member Izin Penggunaan Bangunan (IPB) s=suai dangan yang
ditetapkan dalaim IMB (Keputusan Pelaksana);

{2) Bupati dapat meninjau kembali IPB sesual dengan hasii pemeriksaan
berkala;

Bupati dapat mencabut IPB spabila -
a. Dalam jangka waktu 6 (enam) birlan setelah hari pemberiahuan IPB,
bangunan tersebut beium dimantaatkan;

B




b Kann fidak sesusi By n
Pasal 108

{1) Pemohon IPE dikenakan biaya yang besamya ditentukan oleh Bupati
sesuai dengan pengaunaan bangunan;

{2) Untuk rumah susun ¢Jan flat dikenakan biaya IPB [untuk keperfuan pemer
riksaan, strukiur, utilitas
Bupati.

_Bagian Kedua
Pemeliharaan Bangunan

Pasal 10%

{1} Setiap pemilik atai penghum ba.ngunan deimmsk:m melakukan pemeli-
haraan bangunan ‘bangunan
yang di dalam pi yang dimuat datam 1zin

+ Panggunaan Bangunan;

(2) Jenis pekeraan pemefiharaan yang haris diakulkan metputi :
a PRidang arsitektur, atau
b. Bidang struktur, atau
c. Bidang utilites.

Pasal 116

(1) Pekerjaan pemeliharaan bangunan untuk kelestarian kegunaan ruangan
atau bangunan harus difakukan secara berkala menurut jadwal pame-
fiharaan yang tercantum dalam IPB;

S untuk jan bentuk dan wajah
mangan dan bangunan herus dilakukan paling sedikdt 1 (satu) tahun sekali
secara terus menerus.

Pasal 111

Bupalti melalui Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pomerksaan berkala
dan kepada petugas yang bersangkutan dibarkan hak untrk memperingatkan
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pemilk atau penghuni bangunan untuk melakakan pekerjaan pemeliharaan
bangunan.

Pasal 112

Bilamana sstslah 14 hari setelsh peringaten tersebul parda pasad 111 tidak
dilndahkan oleh pemifik atau penghus bangunar, Dasrah akan membarkan
peringatan tertuiis unfuk segsra pakerjasn pemeiharaan difaksanalkan;
(2) Bilamana peringaten tersebut pada ayat (1) tidak diincahkan olah pemific
atau penghuni bangunan, maka kepads yang bersangkutan akan dikenakan
denda;

(3} Besariyadenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal Il ditentukan
cleh Bupati,

Pasal 113

Pamilk atau penghuni bangunan dapst mangajukan karinganan dalam bantuk
atas il Jih setelah peringat i

i
tarssbut pasal 111 dan pasal 112 zyat (1) dengan mangajitken pemmohonan
tantulls dan menysbutkan alasan yang dapat diferima kepada Bupati,

Pasal 114
i) Pekeraan pematiharaan konstruksi ulama bangunan harus dilakukan
sekurang satu kall i waltu sepanjang bmur nanyang
direncanakan semula;
{2) Pekedaanp 1struksi peler dilakukan sekurang-

kurangnya satu kali dalam sediap 5 tahun umur bangunan beratmbah;

(3) Jenis pakeraan psmaliharaan yang harus dilakukan meliput] ©
Instalasi Alr Bersin;

Instalast Ajr Hujan;

Instalast Air Kotor;

instalasi Alr Buangan;

Instaiasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
Instalasi Gas;

~epopp




Instalas| Tata Udara;
Instatasi Penerangan;
Instalasi Akustik;

Instalasi Listrik;

Instalasi Komunikask;

. Instalast Penangkal Pati;
., instalast Lift dan Eskalator.

e

e

Pasal 115
Pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tersebut datam ayat (2) pasal 114 harus
dilzkukan menurul pelunjuic teknik-teknik tentang kemampuan daya kena
masing-masing dan yang telat dturijukkan didaiam petunjuk psrencanaan yang
tercarium dalam izin Penggunaan Bangunan.
BAB Vil

PENGHAPUSAN BANGUNAN

Pagal 116
Py dapat dilakukan dengén cara
bangurian;
2 bofikern ditakukar k

a. Parinlah untuk merohohian bangunar;
b. Permchonan izin mergbohkan bangunan dai pamilik.

Pazal 17
(1} Dengan ikan pada Ordanatie taban
1931 No. 328 Bupati L tel i ik
1 bangunan karer wai rillai
sejarah;

(2} Bupatidapat menyatakan kahwa suatu bangunan
& Ruang rapyh dan bouvalling;
b. Tidak sesuai dengan rencana kats;
. Tidak layak digunakan/dikuni;
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d agu kei |
&. Merugkan orang lainfpihak fain.

{3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal inf Bupati dapat
memarintahkan kepada pemitk untuk merchbohkan bangunan.

BAB VI
PEMBANGUNAN JALAN
Pasal 118

(T} Setiap yang Ingin Jatan hams fzin
secara tariulis dar Bupati;

2} Permuhrman izin membangun jakin harus dlaanal gambar rencend falan
tan, jatan-jaian gan g
Jalan tersebut, menurct shua 1:10.000;

{3} Dalam surat permohonan hamus dicantumkan ketankian lenlang tempay,
jurusan, lzbar, tinggi, afran air dan konstruksinys.

BUKY [f
RETRIBUSI 121N MENDIRIKAN BANGUMAN
BAB IX
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUST
Pasal 159

Dengan nama retrisusi lzin Mendirikan Bangurnizn dlpungul Rstibysi sebagai
pambayeran atas pembertan lzin Mendirian Bangunar

Pasal 120
{1} Cbjek Ratribusi adaiah pemberian izin Bangunan;
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| 2} Tdakistmasuk objok rstribusi adalah pemberian Izin Mendiriksn Bangunan

kepada P Dasrah dan Pemerintah Pusat yang
secara swakelola.

Pasal 121
Subjek Astribusi adalah orang pribadi atau-badan yang memperoiah fzin
Mendirikan Bangunan.
BAB X
GOLONGJ.\N RETRIBUSI '
Pasal 122
Retribusi 1zin Mendiikan Bangunan digolangkan sebagal Retribusi Perizinan
tettentu. £
BAB Xi
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 128
{1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendidkan Bangunan diulur dengan ramus
yang didasarkan alas faktor luas fantal bangunan, jumiah tingkat bangunan,
dan rencana penggunaan bangunan;

(2} Faklor-faklor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot
{koefisian);

{3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditatapkan
sehagai berikul

a. i;m:t;sienLuas Bangunan (1B}
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NG LUAS BANGUNAN KOEFISiEN |

1 Bangunan denhgan luas &/d 100 m2 160
2. | Bangunandangan luas s/d 250 m3 150
3 Bangunan dengan luas s/d 500 m2 250
4. Bangunan dengan luas /d 1000 m2 350
5 Bangunan dengan luas s/d 2000 m2 4,00
6. Bangunan dengan luas s/d 3000 m2 450
7. Bangunan dengan leas > 3000 m2 500
b. Koafisien Tingkat Bangunan (TB)
NO TINGKAT BANGUNAN KOEFISTEN
1. Bangunan 1 lantal 1,00
2. | - Bangunan 2 lantai 1,50
3 Bangunan 3 lantal 230
4, Bangunan 4 lanial 3,80
5. Bangunan 5 lantal 400

. Koelisien Guna Bangunan (GB)

NO GUNA BANGUNAN KOEFISIEN
1, Bangunan Sosial 0,50
2 Bangunan Perumahan 160
3. Bangunan Fasifitas Umum 1.00
4. Bangunan Pendidikan 100
5. Bangunan Katembagaan/Kantor 150
6. Bangunan Perdagangan dan Jasa 2,00
7. Bangunan industr 2,00
B Bangunan Khusus 2,50
13 Banguran Campuran 2,75
10. Bangunan Lain-ain 300

{4) Tingkat panggunzan jasa dibfung sebagal perkallan koefisian-kosfisien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) burf a sampai dengan hurut .
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{5} Peshitingan perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan
f }
ditetapkan lebih lanjut dengan Kepotusan Bupati.

BABR XU

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
| DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 124
{1} Tarif diteiapkan seragam untuk setiap bangunan;
{2} Besamya tari retibusi ditetapkan berdasarkan lokasifstatus jalan :

a Jalan Negam Rp. 1.185-m2
b. Jalan Proginsi Ap.  990/m2
c. Jatan Kabupaten Fp. 660,-/m2
d. Jalan Desa.. Ap.  525-m2
e. Jalan L\'lgmngem’Komplek Perumahan Ap.  525-/m2

(3) Penatapan Caris Sampadan ditetapkan sebagal berikut :
a. Jalan Negara .. 20 m dar as jalan
b. Jalan Propinsi 15 m dari as jalan
c. Jalan 15 m dari as jalan
d. Jdelan Desa. 6 m dari as jalan
e. Jalan Lingkungan 5 m dari as jalan
“)

Penetapan Retribusl Izin Mendirikan Bangunan menggunakan perkalian
koefisien Luas Bangunan (LB), Tingkal Bangunan (TB). Guna Banguran
{GB), dan iokasl bangunan. »

BAB X
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pesal 125
Bosamya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan terif retribusi

sehageumana dimaksud dalam pasal 8 ayat {2) dengan fingkat peng:,'Unaan
jasa sabagaimana dimaksud dalam pasal § ayat (4).
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BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pesal 126

Fistribusi yang tenstang dipungut di daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan
ikan.

diveril

BAD XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 127 '

Masa Retribust adalah Iangka wakts yang lamanya 12 (dua belas) butan stay
ditetapkar tafn olsh Bupati.

Pasal 128

Saat Retribust terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atay daekumen lain
yang dipersamakan.

BAB xvi
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 129
(1) Waijib Fetribusi wajib mengisi SPDORD;
(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan fengkap serta ditandatangani oleh Wajib Betribusi atay
Kuasanya;

(3) Bentuk, isf serfa fata cara penqgisian dan penyampaian SPDORD
sebagaimaria dimaksud pads ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,
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BAE XvIl
PENETAPAN ‘RETRIBUS
Pasal 130
(5] SPDORD dimaksud dalam pasal 126 ayat (1}
ditatapkan Retibusi terutang dengan manarbitkan SKRD atau dokumen
Izin yang dipersamakan;
{2) Apablia hasit it i barudan ak

data yang semilla befum
jumlah Retribusi yang terutang maka mluaman SKRDKBT,

{3} Bemiuk, lsi dan tata cara ;ensrbmr\ SKRDKET stau dokumen lain yang
8 d (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVill
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 131

(1) Pernungutan Retribusi tidek dapat diborongkan:

(2 Retribusi dipungul dengan penggunaan SKRD atay dokuman yang

dipersamakan dan SKRODKBT.
BAB XX
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 132
Dalam hal Wajib Retribusi tidak merabayar tepat pada waklunya ateu kutang
membayar, diksnakan sanksi Administrasi berupa’ denda sebesar 2% (duz
persen) seliap bulan dail Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagh
dengan menggunakan STRD.
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K secara tertulis dalam bahasa Indonesia dangan disertal
alasan-alasan yang jetas;

Dalam hai wajib retribus! mengajukan keberatan alas ketelapan retribusi,
waijlb rabiibusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ke'etapan retribusi
tersebut;

Kebaratan hants digjukan dalam jangka waktu pafing lama 2 (duaj bulan
sejak tanggel SKRD atau dolaimen lzin vang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKROKLE dierbitkan, kecuali apabila wajib retribusl lertentu dapat
merunjukkan bahwa janghkea wakiu it hdakdepatd\penuhl karana keadaan
diluar kekuasaznnya;

Keberetan yang fidak memenuhi p
ayal {2) dan (3) fidak dianggap sahagal surat keberatan sehingga tidak
dipartmbangkan;

_Pengajuan keberatan fidak menunda pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 136

) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) buian sejak Surat Kebe-

ratan ditefima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

Keputusan dapatberup nya atau

jan, menolak; atau ya retribusi yang terutang;
Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewst
dan Bupati lidak memberiian suaty keputusan kebaratan yang dizjukan
tersebut dianggap dikabulken.

BAB XXil
PENGEMBALIAN KELESIHAN PEMBAYARAN
Pasal 137

Alas keleblhan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permahorian pengembafian kepada Bupall;

Bupall da\amgangka waktu paling lama 6 {enam] bulan sejak diterimanya
ayaran retribusi sebags dimaksud pada

a;at (1), harus memberikan kepulusan;
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)

(8)

Apabila japgica waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) felah dilampaui.
dan Bupatiidak i y

kelebihan retribusi dlanggap dikabulkan dan SKRDLE harus” diterbitkan
dalam jangka wakiu paling lama 1 (safu) bulan; .

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retibusi leinnya, kelebiharn
pambayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) iangsung
diperhitunghan untuk mefunasi tértebih danuty huitang refribus! tersebut;
P lian kelebihan p y retribusi dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam Jangka wakiy paling lama 2 {dua) bufan
sajak diterbitiannys SKADLB;

Apabila psngemhatian kelebihan pembayaran ralribusi ditkukan satélah

* lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupai memberkan imbalan bunga

2

sebesar 2% (dua persen) sebulan zlas keterlambatan pembayaran
kelebitan retribusi.

Pasal 132

Parmohonan Kalsbihan pemb, retnbusi diajulcan
secara fertulis kepada Bu y

a, Nama dan alamat wegib retribusi;

b. Masa retribusi;

€. Besamya kelatiihan pembayaran;

d. Alasen yang singkat dar jefas.

g jan kelebihan wetribus i
secara langsung atay melakui Pos Tercatat;
Bukti panerimaan oieh Pejabat Daerah atau bukii pos tercatat merupakan
bukti seal permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 139
Pangembalian kelebihan retribusi diiakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelabihan retribusl; X
Apabila kelebinan pembayaran ratribusi diperhitungkan dengan utang retri-
i imanad 187 ayat (4)

diakukan dengan cara pemindahbukuin yang beriaks sehagi bukt
pombayaran.
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BAB XXIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 140

{1} Bupaﬁ Gapatr dan p n retibusi;

) inganan relitus dimaksid
pada ayat (1)dengaﬂ memperhatikan kemampuan wajlb retribusi, antara
lain untuk mengangsur;

(3) Pembebasan retribusi sabaga\mana pada ayat (1) antzua lam diberikan
pada wajib retrib rangka p bencena
alam dan atau kerusuharn;

| (4} Tatacarapengurangan, keri dan per retribusi ditetapk
‘oleh Bupati.
BAB XXV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 141

(1) Hak untuk mafalukan penagihan retibusi, kadaluansa satelah molampat
|angka waklu 3 {tige) l.ahun levhnung sejsk saal terhutangnya rétribusi,
pablla wajib retrl kan Tindak Pidana dibidang relribust,

(2) Kadaluarsa - relribusi sebagalmanz. dimaksud pada ayat (1) tertanggub
apabli
a Diterbitkan surat teguran, atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wijib retribusi baik iangsung
mavpun tidak langsung.

BAB XXVi
KETENTUAH PIDAMA
Pasal 142

{7} Barang siapa mendirikan atau membohkan bangunan tanpa izin atau
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{8}

@

Izinnya telah dicabut akan tetepi tatap metaksanakan pekerjaan mendikan
bangunan, dapat dipidana dengan hukurnan Kurungan paling lama 3 {ggs) '
bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (ima juta rupiah);

Barang siapa yeng tidsk menaafi perntah penghentian segers sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1} pasat ini, Bupati dapat memerntahkan
kepada pejabat yang ditunjuk untik melaksanakan penyegelan dan atay
pembongkaran bangunan;

Biays penyegelan dan atau pembongkaran ditanggung ofeh pemiiik
bangunan;

) Wajib, Retribusi yang Udak melaksanakan kewajibannya sshingga

maugkan Keuangan Deerah diancam pidana kurungan pafing lama &
{enam) buizn atay denda pafing banyalc 4 (smpat) kali jumfah retitbusi
wang terhutang; E

Tindak Pidane yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4} adslah Tindak
Pidana pelanggaran.

BAB XXVE
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 143

Selaln pejabat penyidic umum POLRI yang bertugas menyelidik tindalk
pidana, panyelidikan atas palanggaran iindak pidana sdbagaimanz
dimaksud dalam Peraturan Dasvah ini, dapat jugs ditakukan oleh pejabat
Penyidik Pegawal Negerl Sipil (PFNS) di ingkungan pemerintah dasralh
yang, ditetapkar i d

yang besaka;

Dalam palaksanaan lugas penysfidikan para pejabat Penyiditc Pegawal

Negeri Sipfl sohagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini barwenang :

a. ima faporan atat dari tentang adanya
tindak pidana pefanggeran; .

b. melakukan tndaken pertama pada saal #tu df tompat kejadian sarta
melakukan pemerilcsaan;
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menyuruh berhent! cesaorang tersangha dan memariksa tanda
pengenal dir lersangka;
. melakukan penylitean benda atat surat;
mengambii sidik jarl dan memotret sesaorang;
memangai sesecrang uniuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka
ateu saksi;
4. mendatangkan arang ahit yang diperlukan dzlam hubungannya dengan
pemsriksaan,
menghenilan penyefidikan setalah mendapat petunjuk dar penyidik
urnum balwa tidak terdapat cukup buki atau peristiwa terssbut bukan
merupakan findak pldana dan selanjutnya mefalul panyidik umum
mamberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan
keluarganya;
rmengadakan findakan laln menurut iukum yang dapat dipertanggung-
jawabkan.

n

o b -8

{3) Penyidik sehagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberitahukan dimuizinya
Penyidikan dan menyampaikan Hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tertang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETEHTUAN PERALIHAN
Pasal 144

Semua bangur;sn yang dibangun sebelum berfakunya Qanun inf dan belum
terhiting 3 (ﬁ;;busen sejak dundangkan Ganur\[mi o
BAB XXX
KETENTUAM PENUTUP
Pasal 145

Dangan berlakunya Qanun lnf, maka segala ketentuan yang bertentangan
dangan Qanun ini dinyatakan idak badaku fagi. ]




Pasal 146

Hal-hal lain yang belum diatur Qanu
Ppelaksanaannya akan distur lebih lanjut derlgan Kepmusan Bupati.

Pasal 147

Qanun int mulal bedaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang dapat mengetahlinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan Ppenempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh
Tafmiang,
Disahkan di : Karang Bary

| ! 21 November 2008 M
i Pada tanggal : -~
i 26 Ramadhan 1424 H,

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF
Diundangkan di : Karang Baru

22 Nnvember 2003 M.

27 Ramadhan 1424 1

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pada tanggal

Drs, ISHAK Dy
Pembina Ti.
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGEH TAMIANG TAHUN 2003
NOMOR 24 SERI ¢
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